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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 005/K. SA.11/HK.01.01/11/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINYYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan
Pengawasan  Pemilihan Umum  dalam  melakukan
pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penggandaan dan
Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan
Penggandaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainyya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata
Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan,
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MENETAPKAN

10.

11.

dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun
2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Pelengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum,;

Surat edara Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan
Strategi Pencegahan Pelanggaran Pada Pengadaan Logistik
Pemilu dan Pendistribusiannya Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI
TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai
Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan
dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
dukungan perlengkapan lainnya dan  perlengkapan
pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum sesuai

dengan tingkatannya masing-masing;

Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi
pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Seluruh Koordinasi Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib
memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung
Jawab sebagaimanan dimaksud dalam DIKTUM KEDUA,;

Penanggung Jawab sebagaiman dimaksud dalam DIKTUM
KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi
sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan
koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara

lainnya Tahun 2024;

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi

sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAM

koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan
perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara
lainnya tahun 2024,

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit
organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis
dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan
tingkatannya masing-masing;

Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat
kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai
Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan
Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat
Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat
Keputusan ini;

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas
sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan
lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun

2024; dan
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KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetepakan di Airmadidi
Pada tanggal 02 Oktober 2023
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Minahasa Utara

Nomor

: 005/HK.01.01/K.SA-11/10/2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEDUDUKAN
N NAMA ABATAN
o J DALAM TIM
I. | Koordinator Pengarah
o Anggota Bawaslu
1. | Phil F.B .E. P h
Hpus awengan, S Kabupaten Minahasa Utara engara
. . Anggota Bawaslu
. | Waldi H. Mok .P P h
2 aldi okodompir, S.Pd Kabupaten Minahasa Utara engara
II. | Penanggung Jawab
Ketua Bawaslu Kabupaten Penanggung
3. | R M. Ambar, S.H., LL.M., M.K
ocky mbar, ’ ’ n Minahasa Utara Jawab

III. | Ketua

4. | Michael S. A. Polii, ST

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Ketua
Minahasa Utara

IV. | Wakil Ketua I

S. | Meigi L. Tirayoh

Koordinator Sub Bagian
Sumber Daya Manusia, Ketua I
Organisasi dan Diklat

6. | Jimmy G. Kaseger

Koordinator Sub Bagian
Penanganan Pelanggaran Ketua II
dan Penyelesaian Sengketa

7. | Eldrik Madalis

Koordinator Sub Bagian
Hukum, Pencegahan, Ketua III
Parmas dan Humas

V. | Sekretaris

8. | Fika F. Sambur

Staf Sub Bagian Sumber
Daya Manusia, Organisasi Sekretaris
dan Diklat

VI. | Anggota

9. | Billy S. Lengkong

Staf Sub Bagian Sumber
Daya Manusia, Organisasi Anggota
dan Diklat
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Staf Sub Bagian Sumber

10. | Markus I. L. Wantania Daya Manusia, Organisasi Anggota
dan Diklat
Sub Bagian Penanganan
11. | Olivia A. Roringpandey Pelanggaran dan Anggota

Penyelesaian Sengketa

Sub Bagian Penanganan
12. | Gita Sumeisey Pelanggaran dan Anggota
Penyelesaian Sengketa

Staf Sub Bagian Hukum,
13. | Imelda I. R. Randang Pencegahan, Parmas dan Anggota
Humas

Staf Sub Bagian Hukum,
14. | Jeflien Mandey Pencegahan, Parmas dan Anggota
Humas

Staf Sub Bagian Hukum,
15. | Ridwan Hassan Pencegahan, Parmas dan Anggota
Humas

Ditetepakan di Airmadidi
Pada tanggal 02 Oktober 2023
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